
WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1J TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah
khususnya dari Pajak Reklame, perlu dilakukan
penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Reklame dan tarif Nilai
Strategis Pemasangan Reklame pada zona tertentu,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
962):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):
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10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

8.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 1),

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011
Nomor 13 Seri B.2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 6):

13.
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13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun

2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2019 Nomor 11),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Pasal 11

Besaran NSPR dan NJOR ditetapkan sebagai berikut :

Ta

No Jenis Reklame Masa NJOR/ NSPR/Meter
Pajak Meter Zona Zona I Zona II

Khusus

1 2 3 4 5 6 7

1 (Megatron/Videotron 1 tahun |6.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

Billboard/Papan
2 INama/Neon Box/LED

a. Produk Itahun | 600.000 450.000 300.000| 150.000

b. Non Produk 200.000 200.000 150.000 100.000

3 (Baliho l bulan | 240.000 210.000 120.000 60.000

4 IKain / Spanduk/ Umbul-
umbul/Banner

1 bulan 60.000 70.000 40.000 20.000

5 ISelebaran/Brosur/ Leaflet| Lembar 500 - - -

Reklame berjalan6 termasuk kendaraan
Lembar

|
300.000 " " "

Reklame perusahaan lain
7 Ipada dinding bangunan| 1 bulan | 100.000 - - -

toko

8 (Reklame Film/Slide Tayang 11.500.000 - - -

9 (Reklame Peragaan Peragaan | 2.500.000 - - -

10 (Reklame Udara Hari 800.000 - - -

11 (Reklame Suara Hari 1.000.000 - - -



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Agn| 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

N

(G

ADLY AMRA

Diundangkan di Padang Panjan
pada tanggal 22 Oyn |

SEKRETARIS DAERAH

2

A PADANG pensanalk:

4 SONNY BUDAYA PUTRA MX

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR |4


